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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahap-tahap dalam pelaksanaan 
fasilitas penyelesaian pengaduan nasabah oleh Otoritas Jasa Keuangan dan 
efektivitasnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan dalam 
memberikan perlindungan bagi nasabah. Fasilitas penyelesaian pengaduan 
nasabah merupakan upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan untuk 
mempertemukan nasabah dan bank dengan tujuan mengkaji ulang sengketa untuk 
memperoleh kesepakatan penyelesaian sengketa.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Direktorat Pelayanan Konsumen, Otoritas 
Jasa Keuangan Jakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer 
dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian 
kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan interaktif 
model. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan fasilitas 
penyelesaian pengaduan nasabah oleh Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari tiga 
tahap, yaitu pra fasilitasi, fasilitasi, dan pasca fasilitasi. Tahap pra fasilitasi 
dilaksanakan dengan beberapa proses, yaitu pengaduan nasabah, verifikasi 
administrasi, dan verifikasi lanjutan. Tahap fasilitasi dilakukan dengan tiga 
proses, yaitu perjanjian fasilitasi, proses fasilitasi, dan akta kesepakatan/ berita 
acara. Sedangkan tahap pasca fasilitasi terdiri dari dua proses, yaitu pelaksanaan 
akta kesepakatan dan pengawasan/ monitoring. Terdapat berbagai problematika 
dalam pelaksanaan fasilitas penyelesaian pengaduan nasabah, sehingga fasilitas 
tersebut belum efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam memberikan 
perlindungan nasabah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan masih memiliki 
kelemahan, data pelaksanaan fasilitas penyelesaian pengaduan nasabah di Otoritas 
Jasa Keuangan menunjukkan bahwa fasilitas tersebut belum membudaya di 
masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa, fasilitas penyelesaian 
pengaduan nasabah belum mencapai tujuannya karena pelaksanaannya mengalami 
berbagai hambatan. 
 
Kata Kunci: fasilitas penyelesaian pengaduan, alternatif penyelesaian sengketa, 
Otoritas Jasa Keuangan 
 







KARTIKA LAKSMITASARI. E0012212. 2016. EFFECTIVENESS OF 
COMPLAINT FACILITY RESOLUTON BY OTORITAS JASA KEUANGAN 
(OJK) AS THE BANKING ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN 
PROTECTION OF CUSTOMERS. Legal Research (Thesist). Faculty of Law. 
Sebelas Maret University. 
  
  The Purpose of this research for knowing the steps of customer complaint 
facility resolution by Otoritas Jasa Keuangan and the effectiveness as alternative 
dispute resolution of banking for giving the protection to the customers. Facility 
of the customer complaint is the efforts of Otoritas Jasa Keuangan to obtain the 
dealing of dispute resolution. 
This research is empirical research with descriptive research. Research 
location in Directorate of Consumer Service, Otoritas Jasa Keuangan Jakarta. 
Type and researchs resource are primary and secondary data. Data Colecting 
technique trough interview and library research. Analitycal technique do with 
qualitative and interactive model.   
 Base on the result of this research, the implementation of customer 
resolution complaint facility by the Otoritas Jasa Keuangan, consist by three 
steps, there are pre-facilitation, facilitation, and post facilitation. In the pre 
facilitation step, hold by several process, such as complaining by the customers, 
administration verification, and advanced verification. In the facilitation step, 
hold by agreement to facilitation, facilitation process, and the deed of settlement. 
The last of the step is post facilitation, hold by with two process, such as 
implementation of the settlement deed and monitoring. There are some problem in 
implementation of customer complain resolution facility, so that facility is not yet 
effective as the alternative dispute resolution in protection of customer. The 
Otoritas Jasa Keuangan regulation number 1/POJK.07/2013 about Customer 
Protection in Financial Service Sector, still some weakness, data implementation 
of customer complain resolution facility in Otoritas Jasa Keuangan shows that 
facility was not culturing in the people as alternative dispute resolution, customer 
complaint resolution is not reach the aims because the implementation have some 
problems. 
 












 Waktu itu bagaikan sebilah pedang, kalau engkau tidak memanfaatkannya, 
maka ia akan memotongmu (Ali Bin Abi Thalib). 
 Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya 
dengan baik (HR. Thabrani). 
 Kesalahan tidak akan menjadi kebenaran walau berulang kali diumumkan, 
sebaliknya, kebenaran tidak akan jadi kesalahan walau tak seorang pun 
mengetahuinya (Mahatma Gandhi). 
 Jangan sia-siakan kesempatan yang kau miliki hari ini karena belum tentu 
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